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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR [ TAHUN 2020

TERTANRNG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA METRO
TAHUN 2019-203%

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4] Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perla
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunun
Indusatri Kota Metro Tahun 2019-2039: '

Mengingat @ 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945:;

2. " Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tinglkat 1l Way Kanan, Kabupaten Daersh
Tingkat Il Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II
Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan -
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahlun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
MNomor 4725):

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
|Lerabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
54323);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia
Nomor 5587) sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

n
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Menetaplkan

£,

L0.

LE:

L2

13,

L4,

Peraturan  Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tenlang
Fencana Tata Ruang Wilayah Wasional (Lembaran Negara
Republik Tndoncsia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833):

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Indusiri Nasional Tahum 2015-
2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomar 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomar 3671);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018
tentang Fvaluasi Rancangan Peraturan Daersh Tentang
Eencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana
Pembangunan Industri Daecrah Kabupalen/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153},

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110k M-
IND/PEE/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Permbangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1917);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 20100
tentang Rencana Tala Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1);

Peratluran Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016
lentang  Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi
Lampung Tahun 2016 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2016 Nomer 13);

Peruturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 20132 (entang
Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 {Lembaran
Dacrah Kota Metro Tahun 2012 Nomer 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro
Tahun 2005-2025 {Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Metro Nomor
14);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah Kota Metro
Tahun 2016-2021 (Lembaran Dacrah Kota Metro Tahun 2016
Nomor 15, Tambahan Lembarun Dacrah Kots Metro Nomar
15];

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUBKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KOTA METRO TAHUN 2019-2039.



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ind yang dimalksud dengan :
1. Provinei adalah Provinsi Lampuang,

2. Dacrah adalah Kota Metro.

3. [DPomerintah Daerah adalah Walikota Metro sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintaban yang
menjadi kewenanpan daerah ntonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
Walikota adalah Walikota Metro.

fr. Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang sclanjulnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

7. Orpanisasi Perangkst Daerah yang sclanjutmya  disingkat OPD  adalab
Organisasi Perangkat daerah vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
hidang industri.

£, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengalah bahan baku
dan /atau memanfaatian sumber daya industri schinggs menghasilkan barang
vang mcompunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa
industri.

3. Pelaku Industri adalah orang atau hadan yang melakukan pembangunan atau
kegiatan industri.

Ml

10, Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berlalian dengan
kcplatan industn

11. Rencana Pembangunan Industri Kota Metro Tahun 2019-203% yang
selanjutnya disingkat RPIK Tahun 2019-2039 adalah dokumen perencanaarn
pembangunan industri Keta Metro untuk Periode 2019 - 2039,

BAB @I
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGEUP

Pasal 2

Malksud dibentulmya Peraturan Daerah ini adalah

a. sebagai pedoman bagi OPD dan instansi terkait dalam menctapkan dan
melaksanakan kebijakan mdustnn di daerah;

I, sebagal pedoman bagi Pelaku Indusiri dan mesvarakat dalam membangun
industri daerah_

Pasal 3

Tujuan dibentukmya Peraturan Daerah ini adalah untulk
a. mewujudkan kebijakan Industr Nasional dan Provinsi pada tingkat dacrah;

b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industn daermah;

c. mewujudkan pemcrataan pembangunan indusatri Daerah guna memperkuat
ekonomi daerah dan ketahanan nasional; dan

d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dacrah sccara
merata dan berkeadilan,
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Pasal 4

Ruang linglup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi |

A,

- -

(1}

()

industri ungulan Daerah;

RPIK Tahun 201% — 2039;
pelaksanaan;

pembinaan dan pengawasan; dan
pembiayaan.

BAB Il
INDUSTRI UNGGULAN DAERAT

Pasal 5
Industri Unpgulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan
yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Dacrah.

Sasaran dan program dar masing-masing Industri unggulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} tcrtuang dalam Lampiran yang merupskan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Draerah i,

Pasal 6

FPenetapan Industri Unggulan Daerah dilakukan dengan memperlimbangkan
beberapa faktor sebagai bernkut :

.

[

—_ .

(1]

(2]

(1)

nilai Lambah ekonomis,/ peningkatan pendapatan daerah;

nilai tambah sosialf penyerapan tenaga kerja dan peninglkatan kesejahteraan,
ketersedinan don kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
aspek pemasaran/akses dan volume pasar;

dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;

dukungan sumber daya manusia;

presise daerah;

kesiapan dan kesediaan masvarakat;

kesiapan dan kesediaan pemerintah; serta

kesispan dan kesediaan pelaku usaha.

Pasal 7

Selain Industd Unggulan Daerah scbapgaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan
merupakan prioritas Daerah.

Penwembangan Industri Unggulan Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dijabarkan dalam RPIK.

BAR IV
RPIE TAHUN 2019 - 2039

Pasal 8

RPIK Tahun 2019-2039 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
2. BABI :  PENDAHULUAN
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{2]

(1}

{)

(1)

(2]

(43}

()

(1

(2]

(1)

k. BABII : GAMBARAN KONDISI DAERAH TEREAIT PEMBANGUNAN
INDUSTRT

c. BABII : VISI DAN MiISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN [NDUSTRIT
DAERAH

d. BABIV ;. STRATEGI DAN PROGREAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
DAERAH

e. BABY i PENUTUP

Dokumen RPIK Tshun 2019-203% sehagaimana dimaksuad pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar
Peraruran Daerah ini.

Pasal 9
RFIK Tahun 2019-203% disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 20 [dua
puluh) tahun.

RPIK Tahun 2019-2039 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun,

BARB V
PELAKSANAAN

Pasal 10
Pemerintah Dacrah  bertanggung  jawab  terhadap pelaksanaan program
pembangunan Industri di Dacrah.

Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimalksud
dalam awvat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjazama dengan poemanghku
kepentingan.

Penyelengaoaraan kerjasame schagsimansa dimaksud pade avat (2] mengacu
pada peraturan perundangan-undangan di bidang kerjasama daerah.

Ketentian mengenal kerjasamsa aniars Pemerintah Daerah dengan  para
pemangku kepentingan diatur dalam Peraluran Walileota.

Pasal 11
Pengembangan [ndustri Ungpulan Daersh harus memberi manfaat bagi
kesejahteraan masyarakat daerah.

Pemerintah Daerah mengutamakan peran serla masyarakat daerah dalam
pembangunan indusin.

Pemerintah Dacrah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah
dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAE VI
PEMEBINAAN DAN PENGAWASAN

Pazal 12

Walikota melakukan pembinaan, penpgawasan, monitoring dan  cvaluasi
terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
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(2]

(L)

(2]

(3}

Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dilakukan oleh OPDL

Pasal 13

Walikoia membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam selahun atas
pelaksanoan RPIK  Tabun 2019-2039 yang merapaksn bagian  dak
terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Dacrah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan pelaksanaan schagaimana dimaksud pada ayat {1) paling sedikic
meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk
Domestik Repional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor industri, rcalisasi
investasi  selktor industri, termasuk  permasalahan  dan  langkah
penyelesaiannya.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh OPD.

Pasal 14

Petnbinaan, pengawasan, monitering dan evaluasi RPTK Tahun 2019-2039 diatur
dalam Peraturan Walilota.

BAB VII
PEMEIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 dibebankan pada :

a.
k.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAR VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pazal 16

Peraturan Pelaksanaan dar Peraturan Daerah imi harus ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun terhitung sciak Poraturan Daerah mi diundanglean.

Pasal 17

Peraturan Dacrah mi mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Apgar =etiap orang mengetabuinya, memcenntahkan pengundangan Peraluran
Daerah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro,

Ditcrapkan di Motro
Pada tanggal 'l.*J"'It P\?M 2020

WALIKOTA METRO,
Lt cng,

j i g

-

3
v}x{ PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 1Y ‘fﬁ-fww«.f 2020

Pj. SEKRET

LEME

5 DAERAH KOTA METRO,

=

MISNAN
DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR .ﬁ.“

MOMOR EEGIRTRRE FERATURAN DAERAH KOTA METEC, PROVINST LARPUMG: { 017 1009,/ MTE 20000
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH EOTA METRO
NOMOR L TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMEANGUNAN INDUSTRI KOTA METRO
TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Pembangunan di bidang ckonomi scjatinya dilaksanalkan demi menciptakan
strukiyr ekomomt yang mandin, schat, dan kuluh dengan menempatkan
pembangunan indusiri sebagai pengeerak utama. Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2014 lentang Pernindustrian telah meletakkan indusiri sebagai salah
sanl pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada
pemennlah dacrah untuk mendorong kemajuan industsi secara terencana.
Peranan tersebut diperlukan dalam mengarahkan perskonomian dacrah Metro
unluk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dar daerah lain yvang
lebih dahulu maju.

Perangkat kKehijakan yong tepat dan dilaksanakan secara komsisten akan
menciptakan iklim usaha vang kondusif. Di sisi lain, dunia usaha perlu
memberikan respon positif dengan mengembangkan indusirl inovatif, yang
didasari dengan rasa nasionalisme yang tinggi, ramah lingkungan dan
berkelanjutan schingga meningkatkan daya saing daersh dan nasional di
tingkar global.

Sebagai bentuk upsaya wuntuk memperkuai dan  memperjelas  peranan
Pemerintah Daerah Kota Metro dalam pembangunan industr di dacrah, perlu
dizusun perencanaan pembangunan industri Daerah Kola Metro vang
sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana  induk
pembangunan industri Kota Metro tahun 2019-2039, yang disusun dengan
tujuan untuk menjawab lkebutuhan dan perkembangan akibat perubahan
hngkungan strategis dan sekaligns mampu menjadi landasan hukum bagi
tumbuh, berkembang dan kemajuan Indusin di Kota Metro.

FPenyusunan Rencana Pembangunan Indusit Kola Metro Tahun 2019 2039
sclain  dimeksudkan uniuk melaksanakan amanat keteniuan Pasal 4
Feraturan  Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional (RTPIN] Tahun 2013-2035, juga dimaksudkan
untuk mempertegas keseriusan pemerintah Kota Metro dalam mewujudkan
Kota Metro yang maju dan sejahtera.

. PASAL DEMI PASAL

Pazal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Culup Jelas.

Paszal 3
Culaap Jelas,
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Pazal 4
Cukup Jclas.

Paszal 5
Cukup Jelas.

Pasul &
Cukup Jelas.

Paxal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Culup Jelas,

Pasal 9
C‘L‘lkﬂ p 1]&]&3-

Fasal 10
Culaip Jelas,

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Culup Jelas,

Pazal 14
Cukup Jelas,

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pa=zal 17
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR E



